
2022 2023 2024 2025 2026

1. W =       X       x 100 % 20% 20% 20% 30% 30%

                Y

2. Z  = W x Y

3. T  = Y + Z

Ket.

W = Persentase kenaikan realisasi investasi

X   = Rata-rata realisasi investasi 3 thn terakhir

Y   = Target realisasi investasi tahun berjalan

Z   = Rencana kenaikan realisasi investasi

T   = Target realisasi investasi tahun datang

Bobot nilai rata-rata  =   Jumlah Bobot

Tertimbang                    Jumlah Unsur

SKM =   Total dan Nilai Persepsi Per Unsur  x Nilai 

                    Total Unsur Yang Terisi

SKM  Unit Pelayanan x 25

Catatan: 

- Sumber pengisian Tujuan dan Indikator Tujuan, serta Sasaran dan Indikator Sasaran adalah Cascading OPD yang sudah disusun

- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan

CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"

- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

Jumlah 

PMA/PMDN 

Realisasi 

Investasi

1

DPMPTSP2 Meningkatnya 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Perizinan 

berusaha 

Nilai Pelayanan 

Publik

Meningkatnya 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Perizinan 

berusaha 

90,26 DPMPTSP 88,26 88,76 89,26 90,02Nilai Survey 

Kepuasan 

Masyarakat

NSWI (National 

Single Window 

For Investment)

Penanggung 

Jawab

DPMPTSP TAHUN 2025

DPMPTSP

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NO

Tujuan 

Perangkat 

Daerah

Indikator Tujuan
Sasaran 

Perangkat Daerah

Indikator 

Sasaran
Penjelasan/ Formulasi Penghitungan

Target Kinerja

Sumber Data

Meningkatnya 

Investasi di 

Daerah

Jumlah 

PMA/PMDN 

Realisasi 

Investasi

Meningkatnya 

Jumlah Investor 

dan Nilai 

Investasi



2022 2023 2024 2025 2026

1. W =    X     x 100 %

              Y

2. Z = W x Y

3. T = Y + Z

Ket  :                                                                                                                              

W = Persentase kenaikan realisasi Investasi                              

X  = Rata-rata Realisasi investasi 3 Tahun                                   

Y  = Target Realisasi Investasi Tahun Berjalan                                                       

Z  = Rencana kenaikan realisasi investasi                                     

T  = Target realisasi investasi tahun akan datang 

2 Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi 

Penanaman ModaL dan 

Kegiatan Pengelolaan Data 

dan Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya kualitas 

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

yang Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase data 

penanaman modal yang 

terealisasi

1. Realisasi persentase investasi :                                                                           

Jumlah realisasi      x  100 %                                                  

Jumlah Investasi                                                                                                       

2. Realisasi Investasi Tahun 2019 = 11,3%                              

3. Realisasi Investasi Tahun 2020 = 11,8% 20% 20% 20% 35% 40%

NSWI    

(National Single 

Window For 

Investment)

Kabid Bidang 

Pengendalian 

Penanaman Modal

Realisasi Promosi Investasi         x 100 %

               Target Promosi

Realisasi Capaian Kemudahan Berusaha     x   100%                                                                                  

Target Capaian Kemudahan Berusaha 

5 Program Pelayanan 

Penanaman Modal dan 

Kegiatan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

secara terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten /Kota

Meningkatnya kualitas 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan                                     

 Persentase Percepatan 

Layanan Perizinan Dan Non 

Perizinan                  

Persentase Pelayanan 

Publik

Realisasi Percepatan Layanan Perizinan

100% 100% 100% 100% 100% DPMPTSP

Kabid Bidang 

Penyelenggaraan 

Perizinan

Kabid Promosi 

Penanaman Modal
DPMPTSP

Kabid Perencanaan 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal

4 Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal dan 

Kegiatan Penetapan 

Pemberian Fasilitas di 

Bidang Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Terciptanya Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal Yang 

Mudah dan Nyaman Bagi 

Investor

Persentase Capaian 

Kemudahan  Berusahan 

Bagi Investor

DPMPTSP100% 100% 100% 100%

100% 100%

3 Program Promosi 

Penanaman Modal Dan 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman Modal 

Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah/Kota

Terwujudnya Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten
Persentase Investor Yang 

Masuk
100%

Kabid Bidang 

Pengendalian 

Penanaman Modal

20% 20% 20%

100%

NSWI    

(National Single 

Window For 

Investment)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PMPTSP

ESELON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG) TAHUN 2025

NO Program dan Kegiatan
Sasaran Program dan 

Kegiatan

Indikator Program dan 

Kegiatan
Penjelasan/ Formulasi Penghitungan

Target Kinerja
Sumber Data

Penanggung 

Jawab

1 Program Pengendalian 

Penanaman Modal Dan 

Kegiatan Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota                     

Meningkatnya kualitas 

Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten

Tingkat Kepatuhan Investor 

Terhadap LKPM

35% 40%

100% 100%



Meningkatnya Kualitas Layanan 

Konsultasi dan Pengaduan 

Masyarakat

Persentase Penyelesaian 

Pengaduan   

Realisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% DPMPTSP

Persentase Pelayanan 

Publik

Realiasasi Penilaian Pelayanan Publik

100% 100% 100% 100% 100% DPMPTSP

Realisasi Anggaran    x  100 %

                Target Anggaran

Rata-rata Realisasi Layanan  x 100 % 

                     Target Layanan

- Sumber pengisian Program, Sasaran Program dan Indikator Program, serta Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan adalah Cascading OPD yang sudah disusun

- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan

CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"

- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

100% 100% DPMPTSP
Sekretaris 

DPMPTSP

Sekretaris 

DPMPTSP
100% DPMPTSP

Kabid Pengaduan, 

Kebijakan Dan 

Pelaporan Layanan

Meningkatanya Kualitas 

Pengelolaan Administrasi 

Keuangan Perangkat daerah

Persentase pengelolaan 

keuangan sesuai SAP
100% 100% 100%

Rata-rata Realisasi Kinerja  x 100 %                         

Target Kinerja   

Meningkatnya kualitas 

perencanaan, Penganggaran dan 

evaluasi kinerja Perangkat 

Daerah

Nilai AKIP

100%

Sekretaris 

DPMPTSP
100% 100% 100% 100% 100% DPMPTSP

100% 100% 1000%

MENGETAHUI KEPALA DPMPTSP

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dr. E. EDWIN PERMANA, ST, MT, MM

NIP. 19761022 200502 1 001

Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Persentase Layanan 

Administrasi Perkantoran 

Terlaksana dengan Baik

6 Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 



2022 2023 2024 2025 2026

1 Penyelesaian permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi pelaku 

usaha dalam merealisasikan kegiatan 

usahanya

Terlaksananya pemantauan 

pelaksanaan penanaman modal

Jumlah pelaku usaha yang dilakukan 

pemantauan

Dalam Total realisasi investasi setiap 

tahu, minimal terhadap setiap 

pelaku usaha dilakukan 1 kali 

pemantauan terkait kewajiban LKPM 

dan perkembangan investasi

250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 100%

NSWI (Nasional 

Single Window 

for Investment)

DPMPTSP

2 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal

Terlaksananya pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal

Jumlah pelaku usaha yang dilakukan 

pengawasan

Dalam Total realisasi investasi setiap 

tahu, minimal terhadap setiap 

pelaku usaha dilakukan 1 kali 

Pengawasan terkait kewajiban LKPM 

dan perkembangan investasi

250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 100%

NSWI (Nasional 

Single Window 

for Investment)

DPMPTSP

3 Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Tersedianya data dan informasi 

perizinan dan non perizinan 

berbasis teknologi informasi

SKM & Laporan Pengaduan SKM dan Laporan Pengaduan setuap 

tahun nya 

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

NSWI (Nasional 

Single Window 

for Investment)

DPMPTSP

4 Penyusunan Strategi Promosi 

Penanaman Modal

Tersusunnya strategi dan media 

promosi penanaman modal

Dokumen Strategi Promosi PM Sektor 

Usaha & Wilayah (Dari 

Rapat/FGD/Koordinasi & Promosi PM 

Sektor Usaha dan Wilayah Ke Media 

Cetak/Online)
Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan DPMPTSP DPMPTSP

5 Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan promosi 

penanaman modal

Pameran

Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan DPMPTSP DPMPTSP

6 Penetapan Kebijakan Daerah 

mengenai Pemberian Fasilitas dan 

Kemudahan Penanaman Modal

Tersedianya Rumusan Kebijakan 

Daerah

Jumlah Dokumen

Dokumen/PERDA 1 1 1 1 1 DPMPTSP DPMPTSP

7 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 

Fasilitas dan Kemudahan Penanaman 

Modal

Terlaksanya evaluasi 

pelaksanaan kemudahan 

penanaman modal

Dokumen laporan evaluasi 

Dokumen 1 1 1 1 1 DPMPTSP DPMPTSP

8 Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya dokumen rencana 

umum penanaman modal daerah

Dokumen RUPM

Dokemen 1 1 1 1 1 DPMPTSP DPMPTSP

9 Terlaksananya Pelayanan 

Perizinan Bidang Perizinan I

Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang 

Perizinan I yg di Layani

(Ketercapaian tolak ukur kinerja 

outcome/hasil dan nilai yang 

ditetapkan sebagai target kinerja dal 

program RENSTRA OPD dibagi dgn 

Target program dalam RPJMD) x 

100%

SK IMB = 150, 

SKSIUP=250,SK TGD 

SIUI=25, SK Izin 

Reklame=50,SK Izin 

Penilaian = 100

SK IMB = 150, SK 

SIUP=270,SK TGD, 

SIUI=30, SK Izin 

Reklame=55,SK Izin 

Penilaian = 115

SK IMB = 170, SK 

SIUP=300,SK TGD, 

SIUI=35, SK Izin 

Reklame=60,SK Izin 

Penilaian = 125

SK IMB = 175, SK 

SIUP=320,SK TGD, 

SIUI=40, SK Izin 

Reklame=65,SK Izin 

Penilaian = 140

SK IMB = 180, SK 

SIUP=350,SK TGD, 

SIUI=45, SK Izin 

Reklame=70,SK Izin 

Penilaian = 150

DPMPTSP DPMPTSP

Penanggung 

Jawab

Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

ESELON IV

NO Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan
Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan

Target Kinerja

Sumber Data



Terlaksananya Pelayanan 

Perizinan Bidang Perizinan II

Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang 

Perizinan II yg di Layani

(Ketercapaian tolak ukur kinerja 

outcome/hasil dan nilai yang 

ditetapkan sebagai target kinerja dal 

program RENSTRA OPD dibagi dgn 

Target program dalam RPJMD) x 

100%

SK SIPB, SIPP,SIPD = 150 

SKSIA,PPIRT,SIPA = 50 SK 

Toko Obat,SIPD-

Hewan,SIPO=5 SK 

SIPTGz,SIKTTK,SIPPA=25 

SK 

SIRO,SIKRO,SIPTGM,Klinik

,Rumah Sakit,Puskesmas 

=25 SK Izin 

Telekomunikasi=2

SK SIPB, SIPP,SIPD = 200 

SKSIA,PPIRT,SIPA = 70 SK 

Toko Obat,SIPD-

Hewan,SIPO=7 SK 

SIPTGz,SIKTTK,SIPPA=30 

SK 

SIRO,SIKRO,SIPTGM,Klinik

,Rumah Sakit,Puskesmas 

=30 SK Izin 

Telekomunikasi=3

SK SIPB, SIPP,SIPD = 230 

SKSIA,PPIRT,SIPA = 80 SK 

Toko Obat,SIPD 

Hewan,SIPO=10 SK 

SIPTGz,SIKTTK,SIPPA=40 

SK 

SIRO,SIKRO,SIPTGM,Klinik,

Rumah Sakit,Puskesmas 

=40 SK Izin 

Telekomunikasi=4

SK SIPB, SIPP,SIPD = 250 

SKSIA,PPIRT,SIPA = 90 SK 

Toko Obat,SIPD-

Hewan,SIPO=12 SK 

SIPTGz,SIKTTK,SIPPA=45 

SK 

SIRO,SIKRO,SIPTGM,Klini

k,Rumah Sakit,Puskesmas 

=45 SK Izin 

Telekomunikasi=5

SK SIPB, SIPP,SIPD = 270 

SKSIA,PPIRT,SIPA = 100 SK 

Toko Obat,SIPD-

Hewan,SIPO=15 SK 

SIPTGz,SIKTTK,SIPPA=50 

SK 

SIRO,SIKRO,SIPTGM,Klinik

,Rumah Sakit,Puskesmas = 

50SK Izin 

Telekomunikasi=6

DPMPTSP DPMPTSP

Terlaksananya Pelayanan 

Perizinan Bidang Perizinan III

Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang 

Perizinan III yg di Layani

(Ketercapaian tolak ukur kinerja 

outcome/hasil dan nilai yang 

ditetapkan sebagai target kinerja dal 

program RENSTRA OPD dibagi dgn 

Target program dalam RPJMD) x 

100%

SK IUJK=20 SK 

PAUD/TK/LPK/PKBM=50 

SK Izin Lingkungan =25 SK 

Izin Perikanan (Kolam air 

Deras, Unit Pembenihan 

Rakyat)= 10 SK Izin 

Limbah = 15 SK Izin 

Perkebunan= 10 SK Izin 

Pertanian, Benih Bina= 3

SK IUJK=30 SK 

PAUD/TK/LPK/PKBM=70 

SK Izin Lingkungan =30 SK 

Izin Perikanan (Kolam air 

Deras, Unit Pembenihan 

Rakyat)= 15 SK Izin 

Limbah = 25 SK Izin 

Perkebunan= 12 SK Izin 

Pertanian, Benih Bina= 5

SK IUJK=40 SK 

PAUD/TK/LPK/PKBM=90 

SK Izin Lingkungan =35 SK 

Izin Perikanan (Kolam air 

Deras, Unit Pembenihan 

Rakyat)= 20 SK Izin 

Limbah = 32 SK Izin 

Perkebunan= 15 SK Izin 

Pertanian, Benih Bina= 7

SK IUJK=50 SK 

PAUD/TK/LPK/PKBM=100 

SK Izin Lingkungan =35 SK 

Izin Perikanan (Kolam air 

Deras, Unit Pembenihan 

Rakyat)= 25 SK Izin 

Limbah = 33 SK Izin 

Perkebunan= 18 SK Izin 

Pertanian, Benih Bina= 9

SK IUJK=60 SK 

PAUD/TK/LPK/PKBM=120 

SK Izin Lingkungan =45 SK 

Izin Perikanan (Kolam air 

Deras, Unit Pembenihan 

Rakyat)= 30 SK Izin 

Limbah = 40 SK Izin 

Perkebunan= 20 SK Izin 

Pertanian, Benih Bina= 12

DPMPTSP DPMPTSP

10 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya pelayanan 

konsultasi terhadap pelayanan 

terpadu satu pintu

Jumlah layanan Jumlah layanan advokasi pelayanan 

perizinan/non perizinan yang 

dilaksanakan termasuk penyelesaian 

sengketa (pelayanan perizinan, 

sosialisasi dan penyuluhan)

80% 85% 87% 89% 90% DPMPTSP DPMPTSP

11 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya pelayanan 

terhadap pengaduan

Jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindak 

lanjuti = Jumlah pengaduan yang 

masuk x 100 % 100% 100% 100% 100% 100% DPMPTSP DPMPTSP

12 Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Penilaian Layanan Terpenuhinya Standar Pelayanan Nilai evaluasi penilaian pelayanan 

publik KEMENPANRB
80% 85% 87% 89% 90% DPMPTSP DPMPTSP

13 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian Fasilitas / Insentif 

Daerah

Jumlah Koordinasi yang di Lakukan Jumlah rapat/koordinasi yang 

dilakukan untuk pembuatan, 

perubahan atau pun perbaikan SOP 

oleh instansi teknis dan forum 

komuniasi DPMPTSP

80% 85% 87% 89% 90% DPMPTSP DPMPTSP

14 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen 

perencanaan perangkat daerah

Dokumen perencanaan perangkat 

daerah
Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen DPMPTSP DPMPTSP

15 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian 

kinerja dan Ikhtisar Realissai 

Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( 

LAKIP, SPIP  serta Penataan dan 

Penyusunan Laporan Inventaris 

Barang dan SOP

Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen DPMPTSP DPMPTSP

16 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen laporan Keuangan Akhir 

Tahun, Laporan Triwulan dan 

Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen DPMPTSP DPMPTSP

17 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN

 Jumlah Gaji ASN dan Jumlah 

Tunjangan ASN Dokumen 35 OB 36 OB 37 OB 38 OB 39 OB DPMPTSP DPMPTSP



18 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Terlaksananya Administrasi 

Pelaksanaan Tugas  ASN

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan, 

Pegawai Honorer yang dibayarkan
Dokumen 21 OB 21 OB 21 OB 21 OB 21 OB DPMPTSP DPMPTSP

19 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersediannya Komponen 

Instalasi Listrik/ Penerangan 

Gedung Kantor

Jumlah Instalasi Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Gedung Kantor
Jenis 10 Jenis 9 Jenis 8 Jenis 9 Jenis 10 Jenis DPMPTSP DPMPTSP

20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Bahan Logistik Kantor Jenis 36 Jenis 37 Jenis 38 Jenis 39 Jenis 40 Jenis
DPMPTSP DPMPTSP

21 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan Dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan 

Penggandaan

Jenis 6 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

DPMPTSP DPMPTSP

22 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang- Undangan

Tersediannya Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang - Undangan
Eksamplar 1200 Eksamplar/ Tahun        1200 Eksamplar/ Tahun        1200 Eksamplar/ Tahun        1200 Eksamplar/ Tahun        1200 Eksamplar/ Tahun        DPMPTSP DPMPTSP

23 Penyediaan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Terlaksananya Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan 40 Kali 40 Kali 40 Kali 40 Kali 40 Kali DPMPTSP DPMPTSP

24 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Peningkatan SDM Jumlah SDM Yang Mengikuti 

Pelatihan Kegiatan 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang DPMPTSP DPMPTSP

25 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Tersediannya Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Kantor
Unit 5 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit DPMPTSP DPMPTSP

26 Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau lapangan

Tersediannya Kendaraan  Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit DPMPTSP DPMPTSP

27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Surat masuk surat Keluar

Dokumen/ Surat 250 Surat / Tahun 250 Surat / Tahun 250 Surat / Tahun 250 Surat / Tahun 250 Surat / Tahun DPMPTSP DPMPTSP

28 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber 

Daya Air dan Listrik Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan DPMPTSP DPMPTSP

29 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Jasa peralatan & 

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan 

Kantor Unit 15 Unit 18 Unit 15 Unit 18 Unit 17 Unit DPMPTSP DPMPTSP

30 Penyediaan jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Tersediaanya Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Pelayanan Umum Kant0r
Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan DPMPTSP DPMPTSP

31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terpenuhinya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Jasa Pemeliharan dan 

Terbanyarnya Pajak Kendaraan Dinas

Kegiatan 10 Unit/Bulan 10 Unit/Bulan 10 Unit/Bulan 10 Unit/Bulan 10 Unit/Bulan DPMPTSP DPMPTSP


